BAB 5

PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan penelitian, nilai IFI paling rendah ada di provinsi Banten
tahun 2010 dengan nilai 0,06 dan nilai IFI paling besar ada di provinsi DKI Jakarta
pada tahun 2015 dengan nilai 0,76. Nilai IFI yang menurun bisa terjadi karena
berbagai hal seperti kondisi alam, kondisi politik, kondisi sosial wilayah tersebut pada
tahun tertentu tetapi penulis melihat nilai IFI yang tidak stabil hanya melalui sudut
pandang ekonomi atau lebih tepatnya dari data mentahnya.

IFI memiliki kelebihan-kelebihan seperti bisa menghitung inklusi keuangan dalam lintas
antar waktu dan antar wilayah dengan menggabungkan beberapa dimensi sehingga
tidak akan membingungkan dengan hasil yang berbeda beda ditiap indikator inklusi
keuangan. Walaupun memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, IFI tetap memiliki
kekurangan yaitu keterbatasan data, karena tidak semua negara atau daerah memiliki
data yang mencukupi persyaratan penggunaan rumus IFl, selain itu rumus IFI tidak
memasukan variabel kemajuan infrastruktur, perkembangan teknologi, dan
perkembangan pendidikan terutama di bagian literasi keuangan. Untuk penelitian
berikutnya disarankan untuk menambah variabel-variabel yang tidak ada dalam
penelitian ini seperti variabel kemajuan infrastruktur, perkembangan teknologi, dan
literasi keuangan untuk mempertajam hasil dari penelitian.
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